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1.1. LATAR BELAKANG 
Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 Inspektorat Kota Serang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5657) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa “Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)”. Diharapkan penajaman pengukuran kinerja layanan Organisasi Perangkat Daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah terukur dengan jelas.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem Pemerintahan Daerah. Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan paradigma tersebut maka pengawasan internal Pemerintah Daerah harus direncanakan secara tepat, cermat, professional, terpadu, serta berkesinambungan. Oleh karena itu Inspektorat Kota Serang sebagai APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah) wajib menyusun Rencana Kerja Tahun 2019.
Sebagaimana tuntutan reformasi yang diinginkan yaitu reformasi birokrasi dengan mewujudkan sistem kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan azas-azas penyelenggaraan hukum Negara yang baik sebagai perwujudan Inspektorat Kota Serang untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya dan keberadaan Inspektorat dalam mencapai tujuan harus tampil sebagai pembina dan dinamisator atas penyelenggaran pemerintah daerah yang tidak lepas dari fungsi–fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kota  Serang.
1.2. LANDASAN  HUKUM
Rencana Kerja Inspektorat Kota Serang Tahun 2019 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5657); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2018;

7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018;

8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota serang Tahun 2016 nomor 7).
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Serang adalah untuk mencapai sasaran dan prioritas yang ditetapkan dengan mensinergikan perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas bidang pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Kota Tahun 2019. Dimana Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
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BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2017
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT
 Pelaksanaan pengelolaan belanja terdiri dari belanja Inspektorat memuat penjelasan mengenai 7 (tujuh) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan dengan tersedianya perubahan anggaran Tahun 2017 sebesar Rp. 10.084.414.279,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 9.371.875.210,00 terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 3.674.371.079,00 realisasi penyerapan Rp. 3.581.632.060,00 dan belanja langsung Rp. 6.410.043.200,00 dan realisasi penyerapan Rp. 5.790.243.150,00.

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
Target program persentase tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang prima ada 13 kegiatan dengan capaian kinerja 100% dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.856.860.737 atau 88,76%.
Program ini terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan yaitu :

1. Penyediaan jasa surat menyurat

Target capaian kinerja 12 bulan tersedianya sarana surat menyurat dengan realisasi anggaran Rp.2.250.000,- atau 100,00%

2. Penyediaan jasa  Komunikasi , Sumber daya air dan listrik 
Target capaian kinerja 12 bulan tersedianya jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik dengan realisasi anggaran Rp.42.485.620,- atau 76,14%

3. Penyedia jasa jaminan barang milik Daerah

Target capaian kinerja 12 bulan tersedianya jasa jaminan barang milik Daerah dengan realisasi anggaran Rp.39.910.400,- atau 74,77%

4. Penyedia jasa kebersihan kantor

Target capaian kinerja 12 bulan tersedianya jasa kebersihan kantor dengan realisasi anggaran Rp.22.340.000 atau 60,81%
5. Penyediaan alat tulis kantor
Target capaian kinerja 12 bulan tersedianya alat tulis kantor dengan realisasi anggaran Rp.52.098.500 atau 87,85%

6. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
Target capaian kinerja 12 bulan tersedianya sarana Barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi anggaran Rp.23.870.900 atau 84,19% 
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

Target capaian kinerja 12 bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan dengan realisasi anggaran Rp.4.075.000 atau 92,82%
8. Penyediaan peralatan rumah tangga

Target capaian kinerja 12 bulan tersedianya sarana peralatan rumah tangga dengan realisasi anggaran Rp.10.553.800 atau 93,79%
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUndang-Undangan

Target capaian kinerja 12 bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perUndang-Undangan dengan realisasi anggaran Rp.27.998.500 atau 99,99%
10. Penyediaan makanan dan minuman

Target capaian kinerja 12 bulan tersedianya makanan dan minuman dengan realisasi anggaran Rp.49.900.000 atau 90,10%

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Target capaian kinerja 12 bulan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan realisasi anggaran Rp.538.038.017 atau 92,28%

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Target capaian kinerja 12 bulan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan realisasi anggaran Rp.5.380.000 atau 58,30%

13. Penyedia jasa pengamanan lingkungan kantor
Target capaian kinerja 12 bulan tersedianya jasa pengamanan lingkungan kantor dengan realisasi anggaran Rp.37.510.000 atau 100,00%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Target program Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai bagi pelaksanaan tupoksi ada 5 kegiatan dengan capaian kinerja 100% dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.567.520.386,- atau 80,72%.

Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu :

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Target capaian kinerja 12 bulan terlaksananya sarana & prasarana perlengkapan gedung kantor dengan realisasi anggaran Rp.69.395.000 atau 100,00%

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

Target capaian kinerja 12 bulan terlaksananya sarana & prasarana perlengkapan gedung kantor dengan realisasi anggaran Rp.113.525.000 atau 97,77%
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Target capaian kinerja 12 bulan terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan realisasi anggaran Rp.49.998.822 atau 96,88%
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Target capaian kinerja jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebanyak 9 mobil dan 12 motor dengan realisasi anggaran Rp.304.581.564 atau 70,40%
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Target capaian kinerja 12 bulan terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan realisasi anggaran Rp.30.020.000 atau 90,01%
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Target program Persentase tersedianya seragam pakaian aparatur pemeriksa ada 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100% dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.68.695.000 atau 92,94%.
Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Target capaian terpenuhinya jumlah 55 Pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan realisasi anggaran Rp. 68.695.000 atau 92,94%

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Target program Tersedianya jumlah pelaporan capaian kinerja dan keuangan daerah yang andal ada 6 kegiatan dengan capaian 14 dokumen dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.81.850.400 atau 83,08%.

Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu :

1. Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar

Target capaian terpenuhinya Jumlah dokumen laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yaitu 1 dokumen LKjIP dengan realisasi anggaran Rp. 24.899.400 atau 98,53%
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun

Target capaian terpenuhinya Jumlah 6 dokumen yaitu 4 dokumen rekon Triwulan Tahun 2017, 1 dokumen LK Unaudited Tahun 2017, dan 1 dokumen LK Audited dengan realisasi anggaran Rp. 17.900.000 atau 91,94%
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Target capaian terpenuhinya Jumlah 4 dokumen, yaitu 1 dokumen RKA, 1 dokumen DPA, 1 dokumen RKAP, dan 1 dokumen DPAP dengan realisasi anggaran Rp.13.240.000 atau 100%
4. Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Target capaian terpenuhinya Jumlah 1 dokumen, yaitu dokumen Perubahan Renstra 2014-2018 dengan realisasi anggaran Rp.6.941.000 atau 100%
5. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Target capaian terpenuhinya Jumlah 2 dokumen, yaitu 1 dokumen Evaluasi Renja 2016 dan 1 dokumen Renja 2018 dengan realisasi anggaran Rp.13.000.000 atau 100%

6. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Target capaian terpenuhinya Jumlah 1 dokumen, yaitu  1 dokumen rekonsiliasi barang milik daerah dengan realisasi anggaran Rp.5.870.000 atau 28,50%
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 
Target program Persentase Terpenuhinya sistem dan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH ada 9 kegiatan dengan capaian kinerja 100% dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.3.932.803.000 atau 92,61%.
program ini terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

Target capaian kinerja 60 Obyek pengawasan yang harus diperiksa dengan realisasi target 57 obyek pengawasan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.1.401.510.000 atau 96,95%
2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Target capaian kinerja 1 LHP dari target capaian 3 LHP  dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.10.165.000.00 atau 100,00%
3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Target capaian kinerja jumlah 28 LHM pengendalian manajemen pelaksanaan monitoring yaitu capaian target 24 LHM dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.364.314.000 atau 72,74%
4. Penanganan Kasus pada Wilayah pemerintahan dibawahnya
Target capaian kinerja 1 LHP dari target capaian 3 LHP Kasus pada Wilayah pemerintahan dibawahnya dan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.10.165.000,00 atau 100,00%
5. Inventarisasi Temuan Pengawasan
Target capaian kinerja jumlah 70 dokumen berupa PHP dan rekapitulasi temuan dari 70 dokumen berupa PHP dan rekapitulasi temuan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.9.000.000 atau 47,62%
6. Tindak Lanjut Hasil Temuan
Target capaian kinerja jumlah 70 kali pembahasan TLHP APIP dan 6 kali pembahasan rekapitulasi TLHP BPK RI dari jumlah 70 pembahasan TLHP APIP dan 3 pembahasan rekapitulasi TLHP BPK RI dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.575.075.000 atau 90,71%
7. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
Target capaian kinerja jumlah 2 kegiatan pelaksanaan rapat Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.327.659.000 atau 89,80%
8. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Target capaian kinerja jumlah dokumen Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan terdiri dari 6 dokumen dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.223.675.000 atau 97,85%
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Target capaian kinerja jumlah 4 dokumen Kapabilitas APIP dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.11.240.000 atau 100,00%
6. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 
Target program Tersedianya jumlah Fasilitasi peningkatan  tenaga pemeriksa dan aparat pengawas (kegiatan) ada 3 kegiatan PKS dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.231.429.127 atau 91,12%. 

Program terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Target capaian kinerja jumlah 3 kegiatan pelaksanaan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.231.429.127 atau 91,12%

7. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
Target program tersedianya jumlah dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (jadwal PKPT) dengan capaian kinerja 1 dokumen dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.51.084.500 atau 74,42%.
Program terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawai

Target capaian kinerja jumlah 1 dokumen Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawai dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.51.084.500 atau 74,42%

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kota Serang tahun lalu, dan realisasi Rencana Strategis Inspektorat Kota Serang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan atau realisasi APBD Inspektorat yang disajikan dengan format tabel 2.1.
2.2. ANALISIS KINERJA INSPEKTORAT

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bahwasannya capaian kinerja pelayanan Inspektorat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan disesuaikan IKK. Dimana pengertian Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. 
Selain itu berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tetang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwasannya Inspektorat sebagai instansi pengawas pemerintah harus melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dengan beban kerja tanggung jawab yang berat yang dituangkan pada Indikator Kineja Utama didukung dengan program dan kegiatan pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Adapun Tabel analisis pencapaian kinerja Inspektorat sebagaimana terlampir pada Tabel 2.2.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT 
Penentuan isu-isu strategis dari factor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pada Inspektorat Kota Serang adalah sebagai berikut :

Faktor Kekuatan:
1. Tersedianya peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan;

2. Tersedianya SDM yang berkompeten;

3. Tersedianya anggaran, sarana, dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan;

4. Adanya komitmen aparatur pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Faktor Kelemahan:
1. Sebagian OPD belum memahami pelaksanaan dan inmpelemtasi SAKIP;

2. Belum maksimalnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan;

3. Masih banyaknya tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang belum ditindaklanjuti dan belum selesai karena kurangnya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh OPD;

Faktor Tantangan : 

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN;
2. Tuntutan kepada seluruh OPD untuk meningkatkan pelaksanaan implementasi SAKIP;

3. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Serang;

4. Tuntutan peningkatan Kapabilitas APIP.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Program dan kegiatan Inspektorat secara keseluruhan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD meskipun terdapat perbedaan antara pencapaian target Rancangan Teknokratik Inspektorat Tahun 2019 sesuai dengan pembaharuan peraturan yang berlaku dan kondisi yang ada.
Tabel Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 Inspektorat Kota Serang sebagaimana terlampir pada Tabel 2.4.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Inspektorat

Program dan Kegiatan yang ada pada Inspektorat tidak melibatkan masyarakat karena posisi Inspektorat sebagai lembaga pengawasan memiliki kedudukan sebagai berikut :
1. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Inspektorat dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Usulan program dan kegiatan Inspektorat sesuai dengan kebutuhan dan tugas pokoknya sebagai pengawas dalam melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.

Sebagaimana tersajikan dalam table 2.5. Usulan program dan kegiatan Inspektorat Kota Serang terlampir.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Arah kebijakan Daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada Rancangan terknokratik dokumen RPJMD 2019-2023 untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, dimana Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Aparat pengawas diharapkan mampu mendeteksi adanya penyimpangan dan ketidaktaatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Guna terwujudnya penyelenggaraan pengawasasn yang efektif, efisien dan akuntabel perlu adanya profesionalisme aparat pengawas internal Pemerintah yang selalu mengacu pada strandar audit Pemerintahan.   
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT

Adapun tujuan Rencana Kerja Inspektorat adalah Meningkatnya kualitas  pengawasan pembangunan daerah melalui tingkat  kematangan maturitas SPIP dan Kematangan Implementasi Pengawasan. 

Sasaran adalah bagian utama dari tujuan dimana lebih spesifik dan tentunya harus terukur. Dengan demikian ketika dalam penentuan sasaran seyogyanya harus dapat menerangkan tujuan dan mengoperasionalkannya pada sesuatu yang terukur. Pengemasan dan pernyataan sasaran harus sederhana dan mencakup sub isu-isu sehingga setiap aspek utama pada tujuan dapat tercapai. Sasaran Rencana Kerja Inspektorat adalah Meningkatnya kualitas pengawasan intenal dan eksternal dalam pelaksanaan pembangunan. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya aparatur pengawasan berpedoman pada program dan kegiatan Tahun 2019 yang telah disusun dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2019.
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Inspektorat Kota Serang telah membuat rencana program sesuai dengan tugas dan fungsinya. Program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Serang disajikan sebagai berikut : 
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

1. Pencapaian pengawasan dalam rangka menciptakan kelembagaan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien;

2. Pencapaian Aparatur Pengawas yang berintegritas, profesional, berkinerja tinggi dengan kapabilitas Aparat Pengawas di tingkat Level 3 dan sejahtera.

b. Uraian Rekapitulasi Program dan Kegiatan, antara lain :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Program ini terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

5. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih komprehensif

6. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

8. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
9. Penyusunan Kebijakan Sistem dan prosedur Pengawasan

10. Sosialisasi Sapu Bersih pungutan Liar

11. Pengedalian Gratifikasi

12. Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi
2. Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD
6. Pengelolaan Barang Milik Daerah
7. Penyediaan Makan dan Minum 
8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
3. Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan
Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan dan Semesteran
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 
4. Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja 
Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah 

3. Pengendalian Evaluasi Kinerja
4. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah
5. Penyusunan Data dan Profil Perangkat Daerah
Jumlah program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 adalah 4 (empat) Program dengan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan. 

c. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2019 pada Tabel 3.3. secara terlampir.

BAB IV

PRENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
4.1 Rencana Perkiraan Belanja Tidak Langsung


Program dan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Kota Serang dalam rangka membantu penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan di Daerah di bidang pengawasan dan pengendalian intern Pemerintah. Pengawas yang professional sangat ditentukan oleh SDM yang mempunyai berbagai disiplin ilmu, keahlian serta mentalitas yang baik. Tercukupinya sarana dan prasarana juga membantu kelancaran tugas pengawasan, selain itu tunjangan dan kesejahteraan Aparat Pengawasmenjadi faktor paling utaman. Berikut ini terlampir Rencana Perkiraan Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 :
Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN 2019

	Kode Rekening
	Uraian
	Jumlah
	Keterangan

	5  1
	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	5.140.141.173,00
	

	5  1  1
	BELANJA PEGAWAI
	5.140.141.173,00
	

	5  1  1  01
	Belanja gaji dan tunjangan
	2.453.679.423,00
	

	5  1  1  01  01
	Gaji pokok PNS/uang representasi
	1.518.757.260,00
	

	5  1  1  01  02
	Tunjangan keluarga
	   139.228.153,00      
	

	5  1  1  01  03
	Tunjangan jabatan
	   100.183.500,00
	

	5  1  1  01  04
	Tunjangan fungsional
	   164.820.000,00
	

	5  1  1  01  05
	Tunjangan fungsional umum
	     20.479.500,00
	

	5  1  1  01  06
	Tunjangan beras
	     92.639.664,00
	

	5  1  1  01  07
	Tunjangan PPh/tunjangan khusus
	       2.706.209,00
	

	5  1  1  01  08
	Pembulatan gaji
	            19.828,00
	

	5  1  1  01  09
	Iuran jaminan kesehatan
	     49.739.601,00
	

	5  1  1  01  24
	Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
	     14.580.076,00
	

	5  1  1  01  26
	Tunjangan hari raya
	   175.262.816,00
	

	5  1  1  01  27
	Gaji ketiga belas 
	   175.262.816,00
	

	5  1  1  02
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS
	2.686.461.750,00
	

	5  1  1  02  01
	Tambahan penghasilan berdasarakan beban kerja
	1.046.875.000,00
	

	5  1  1  02  03
	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
	1.639.586.750,00
	


BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja  (Renja) Inspektorat Kota Serang Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kota Serang yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2019, disusun dengan mengacu kepada RKPD Kota Serang Tahun 2019, memuat kebijakan, program, dan kegiatan serta rencana pendanaannya yang telah disesuaikan dengan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Serang Tahun 2019-2023. Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2019 di harapkan mampu menjadi pedoman dan acuan penyelenggaraan program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kota Serang pada Tahun 2019.

Pada tahun 2019 Inspektorat Kota Serang telah menetapkan 1 (satu) kebijakan “Meningkatkan profesionalisme SDM pengawas dan Menetapkan kerja pengawasan yang strategis” yang akan ditempuh melalui 4 (empat) program, dan selanjutnya program yang ditempuh diimplementasikan dalam 24 (dua puluh empat) kegiatan. Dimana keluaran dan hasilnya diharapkan dapat memberikan konstribusi yang nyata terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, untuk mewujudkan misi dan visi yang dicita-citakan. 

	Serang,       4      Juni 2018
I n s p e k t u r 

Kota Serang

Drs.KOSASIH,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19590822  199503 1 003
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